
PERA URAN MENTE I KESEHATAN REPUBLIK NDONESIA
NOMOR 99/MENKES/PERlXI/2009

ENYELENGGA N PELAYANAN KESE ATAN
DALAM RANGKA JAMI AN KESEHATAN BAGI M NTERI DAN

PE ABAT TERTENTU

Menimbang

Mengingat

TENTANG

MENTERIKES

DENGAN RAH AT TUHAN YANG MAHA

bahwa sebaga pelaksanaan Peraturan Pr siden No. 10 Tahun
2009 tentang aminan Pemeliharaan Kes hatan Bagi Menteri
dan Pejabat T rtentu perlu mengatur pel ksanaan pemberian
pelayanan kes hatan bagi Menteri dan Pej bat tertentu dengan
Peraturan Men eri.

1. Undang-Un ang Nomor 29 Tahun 2 04 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Tahu 2004 Nomor 116,
Tambahan embaran Negara Nomor 4 1);

2. Undang-un ang Nomor 36 Tahun 200 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 No or 114, Tambahan
Lembaran egara Nomor 5063:

3. Undang-Un ang Nomor 44 Tahun 2 09 tentang Rumah
Sakit (Le baran Negara Tahun 009 Nomor 153,
Tambahan embaran Negara Nomor 5 2)

4. Peraturan emerintah Nomor 32 T hun 1996 tentang
Tenaga Ke ehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor
49, Tamba an Lembaran Negara Nomo 3637);

5. Peraturan residen Nomor 10 Tahun 2 09 tentang Jaminan
Pemelihara n Kesehatan Menteri dan P [abat Tertentu.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomo 115/PMK.02/2009
tentang P laksanaan Jaminan Pem liharaan Kesehatan
Menteri Da Pejabat Tertentu.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nom r 1333/Menkes/SKI
XII/1999 te tang Standar Pelayanan Ru ah Sakit;



DalamPeratur n Menteriini, y ng di maksuddengan :

1. Menteri ad lah menteriyan memimpinkementerianda pejabatyang diberi
kedudukan tau hak keuang n dan fasilitas setingkatme teri;

2. Pejabat terjtentu adalah p jabat di lingkungan Pem rintah Pusat yang
memimpin embaga pemeri tahan non departemen, p jabat eselon I, dan
pejabat yan diberikan kedu ukan atau hak keuangan n fasilitas setingkat
eselon I;

3. Pelayanan kesehatan adaah pemberian pelayanan kesehatan kepada
Pejabat Tert tu meliputi pelayanan p ncegahan penyakit,

peningkata kesehatan, p ngobatan dan pemuliha kesehatan sesuai
dengan sta dar pelayanan mahsakit.

Menetapkan

B. Peraturan enteri Kesehatan Republk Indonesia Nomor
1575/Menk s/Per/XII2005 tentang 0 ganisasi dan Tata
Kerja Oep rtemen Kesehatan sebag imana telah diubah
beberapa Ii terakhir dengan Peratur Menteri Kesehatan
Republik In onesia Nomor439/Menkes PerN1I2009;

9. Peraturan enteri Kesehatan Republk Indonesia Nomor
512/Menke IPerllV/2007 tentang zin Praktik dan
Pelaksana PraktikKedokteran/Kedo eran Gigi

10. Keputusan Menteri Kesehatan Repu lik IndonesiaNomor
129/Menke ISKlII/200B tentang Stand PelayananMinimal
RumahSa t;

11. Peraturan enteri Kesehatan Republk Indonesia Nomor
269/Menke I Perlll1l200Btentang Reka Medis;

12.Peraturan enteri Kesehatan Republk Indonesia Nomor
290/Menke I Per/lll/200B tentang P rsetujuan Tindakan
Kedokteran

EMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEH TAN TENTANG
PENYELENG ARAAN PELAYANAN K SEHATAN DALAM
RANGKA JA INAN KESEHATAN BA I MENTERI DAN
PEJABAT TE TENTU

BAB I
K TENTUAN UMUM

Pasal 1



4. Keadaan 9 wat darurat ad ah suatu keadaan yang h us segera ditangani
untuk men hindari akibat y 9 fatal sehinggadapat me imbulkan kecacatan
bahkan ke atian.

5. Keluargaa alah istri/suami an anak yang masih dala tanggungan sesuai
peraturanp rundang-undan an di bidangpegawainege i sipil.

6. Program J minan Pemelih raan Kesehatan adalah layanan kesehatan
yang diberi an dengan fasili as pelayananyang paling t nggi kepada Menteri
dan Pejaba Tertentu selam melaksanakantugasnya.

7. Fasilitas p layanan kese tan adalah tempat yan digunakan untuk
memberika pelayanan ke hatan bagi Menteri dan [abat Tertentu baik
milik Peme intah atau swa ta baik di dalam maupun di luar negeri yang
memiliki k mampuan dal m pemberian pelayanan sesuai kebutuhan
pelayanan esehatan;

8. Tim Dokter Menteri dan P jabat Tertentu selanjutnya disebut Tim Dokter
Menteri ad lah Tim Dokter yang dibentuk berdasarka Keputusan Menteri
Kesehatan.

BAB II
RUANG LlNGKUP PELAYANAN

Pasal 2

(1) Lingkup jPtelayanankeseh tan yang diberikan kepada Menteri dan Pejabat
Tertentu eliputi:
a. Pelay nan RawatJala Tingkat Pertama;
b. Pelay nan perawatan ingkat Lanjutan;
c. Pelay nan Rawat Inap

d. Pelay nan gigi dan muut;
e. Pelay nan persalinan;
f. Pelay nan darah;
g. Pelay nan GeneralCh k Up;
h. Penggantianalat kese atan;
I. Pelay.nan Kesehatan i Luar Negeri;

j. Pelay nanAmbulan;

(2) Pemberia pelayanan ke hatan sebagaimana dima sud pada ayat (1)
dilaksanak n sesuaiketent an peraturanperundang-un angan.



Pelayanan ke hatan kepada
fasilitas pelaya an kesehatan
kebutuhanme is.

BAB III
ELAYANAN KESEHATA

Pasal 3

enteri dan Pejabat Tert tu diberikan oleh
lam negeri maupun luar n gari sesuai dengan

Pasal 4

(1) Pemberia pelayanan ke ehatan pada fasilitas pela anan kesehatan di
luar neg ri hanya dapat iberikan kepada Menteri an Pejabat tertentu
setelahm ndapatrekome dasi dari Tim DokterMente i.

(2) Menteri tau Pejabat Te entu yang berada di Luar Negeri yang dalam
keadan arurat memerlu n pelayanan kesehatan d pat memanfaatkan
langsung asilitaskesehat n di luar negeri.

(3) Pemberia pelayanan ke ehatan sebagaimana dim sud pada ayat (1)
dan ayat 2) tidak termasu bagi keluarganya.

Pasal 5
Pemberia pelayanank ehatan di dalam negeri dil kukan oleh fasilitas
pelayana kesehatan lik pemerintah atau swa ta sesuai dengan
kebutuha medis.
Pemberia pelayananme is sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus
dilaksana1<ansesuai sta dar profesi medis dan tandar pelayanan
kesehatall.
Fasilitas .elayanan kese tan sebagaimanadimaks pada ayat (1) dan
ayat (2) ang tidak memil i kemampuanpelayanany ng diperlukanwajib
merujuk kepada fasilita pelayanan kesehatan ain yang memiliki
kemamp an

(1)

(2)

(3)

BAB IV
PE YELENGGARAAN

Pasal 6

(1) Menteri an Pejabat Te entu yang memerlukan p layanan kesehatan
dapat se ra langsungm manfaatkanfasilitas pelay an kesehatanyang
diinginka

(2) Dalam m nentukan pela nan kesehatan yang dibu uhkan, Menteri dan
Pejabat ertentu dapat b rkonsultasidengan Tim 0 ter Menteri terlebih
dahulu.



(3) Menteri tau Pejabat T rtentu dapat meminta p layanan kesehatan
langsung dari Tim Ookt r Menteri, atau meminta im Ookter Menteri
sebagai onsultandi fasili s pelayanankesehatanya 9 diinginkan.

Pasal 7
(1) Dalam h I fasilitas pelay nan kesehatan di dalam egeri tidak mampu

memberi an pelayanan esehatan sesuai kebutu an medis, fasilitas
kesehata tersebutdapat engkonsultasikankepada im DokterMenteri.

(2) OaJamh I Tim Dokter enteri sependapat denga fasilitas pelayanan
kesehata yang mengkon ultasikansebagaimanadim ksud pada ayat (1),
Tim Ookt r Menteri dapa mengeluarkan rekomenda i untuk pengobatan
ke luar n geri.

(3) Fasilitas elayanankeseh tan sebagaimanadimaksu pada ayat (2) daJam
pelaksan an rujukan pel anan kesehatan ke luar geri berkoordinasi
dengan . ASKES.

BAB V
TIM DOKTER

PasaJ 8

(1) Oalamra gka pemberian elayanan kesehatanatau onsultasi kesehatan
dibentuk im Ookter Men ri dan PejabatTertentu.

(2) Tim Dokt r Menterisebag imanadimaksudpada ayat (1) terdiri dari unsur
Departe~en Kesehatan, kter spesialis dari berbaga bidang spesialisasi,
dan dokt r spesialiskons tan.

(3) Susunan Personalia da komposisi Tim Dokter nteri sebagaimana
dimaksu pada ayat {1} di tapkan dalam Keputusan enteri Kesehatan.

Pasal 9

(1) Tim Ookt r Menterimemp nyai tugas :

a. memb rikan pelayana kesehatansecara aktif d am bentuk tindakan
medik konsultatif dan emberian rekomendasitin ak lanjut pelayanan
keseh tan, dan bila pe lu pengobatankeluarneger

b. melak kan koordinasi engan pihakfasilitas pelay nan kesehatanyang
memberikanpeiayana kesehatan;

c. memb rikan laporanp laksanaantugas kepadaM nteri.



(2) Tim Dokt r Menteri dalam elaksanakan tugasnya be enang:

a. memi ta dan menda atkan data kesehatan
terten u yang dibutuhk n.

pejabat

b. mem erikan pertimba gan pelayanan kesehatan epada dokter yang
melak kan pelayana kesehatan terhadap M nteri dan Pejabat
Terte tu.

C. mem erikan pertimba gan dan rekomendasi bagi Menteri dan Pejabat
terten u yang akan endapatkan pelayanan k sehatan di fasilitas
pelay nan kesehatan i luar negeri

d. mem tuskan pelayana kesehatan yang dapat dij in dalam hal terjadi
perbe aan pemahama dalam pemberian pelayan n kesehatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan y ng timbul sebag i pelaksanaan tugas dan w wenang Tim Dokter
Menteri dan P iabat Tertentu s bagaimana dimaksud dala Pasal8 dibebankan
pada Anggara Pendapatan da Belanja Negara Departem Kesehatan.

Pasal 11

Pembiayaan as penyelengg raan pelayanan kesehata bagi Menteri dan
Pejabat Terten u di tanggung 01 h PT. Askes (Persero) ses ai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Fasilitas pelay nan kesehatan
Menteri dan ejabat Tertent
kesehatan kep da PT. Askes (
undangan.

ang memberikan pelayana kesehatan kepada
mengajukan klaim at s biaya pelayanan

ersero) sesuai ketentuan raturan perundang-

BAB VII

KET NTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Fasilitas pela anan kesehata yang sejak tanggal 18 Maret 2009 telah
memberikan p~layanan keseha n kepada Menteri atau Pe bat Tertentu, dapat
mengajukan p~nggantian biaya pe!ayanan kepada PT. As es (Persero) sesuai
dengan ketent an peraturan pe ndang-undangan.



Peraturan Men eri ini mulai berl ku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nop mber 2009

'tMenteri Kesehatan,

~

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

dr. E dang Rahayu Sedyaning h, MPH, DR.PH


